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MOTTO HIDUP

EXCELLENCE WITH FAITH AND MORALITY, SUCCESS
WITH EFFORT AND ETHIC

PERSEMBAHAN

Disertasi ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta terutama almarhum
ayah yang telah memberikan kasih sayang dan ketulusan cinta yang begitu besar
yang tak dapat dilukis oleh suatu perkataan apapun. Beliau adalah cahaya dalam
gelapnya dunia ini, beliau adalah pelita di kegelapan malam. Beliau adalah
penuntun dan guru dalam hidup saya. Beliau berkerja hanya demi melihat anaknya
bahagia dan sukses. Ya Allah ampuni dosa-dosa dan dosa-dosa kedua orang tua
saya. Muliakanlah keduanya sebagaimana beliau merawat saya sewaktu kecil. Ya
Allah berikanlah keduanya rezeki yang halal dan baik. Untuk keluarga besar

tercinta yang berada di kampung semoga tetap dalam naungan Allah SWT.

Amin Ya Robbal Alamin
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hukum khususnya hukum tata Negara dan hukum pemerintahan. Penyusun juga
berharap kepada Allah SWT agar kita semua diberikan rahmat serta hidayah-Nya

sehingga kita tetap berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah dan rasul-Nya

Amin Ya Rabbal Alamin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat saya,

Dodi Jaya Wardana
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SUMMARY
PRINCIPLE DEMOCRATIC PUBLIC PARTICIPATION
IN THE LAW-MAKING PROCESS

Public participation is an important element that must be considered in the
law-making. It is a stage that involves the society in the law-making process. The
existence of laws in a country has a strategic and important position, both seen
from the conception of the rule of law, the hierarchy of legal norms, and the function
of the law in general. Participation is closely related to the government's openness
to create space and opportunities for the public aspirations. This is indicating the
impossibility of the public to participate in the government activities without
transparency as well as leading to the consideration of openness as a constitutional
principle in appropriate authoritative processes.

In the law-making, the principle of openness needs to be implemented
regarding transparency and free planning, preparation, drafting, and evaluation.
This is to explain that all levels of the public has the widest opportunity to provide
input in the law-making process. Therefore, the public had the right to participate
in the law-making through planning, preparation, drafting, and evaluation.

In the governmental implementation of the reform era, public participation
was one component of good governance, specifically in the law-making
participation process. This is important for democratic countries to develop a
harmonious relationship between the state and civil society. The content of legal

material also needs to have social implications or impacts as a form of policy,
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leading to the requirement for public participation in all stages till the evaluation
period.

The remaking in various areas of state also requiring changes in the
interaction between the government and the public, specifically in the law-making.
The changes encourage the government to carry out the basic principles of public
interest and participation in the making of social policies. For the enforcement of
the law, the rule of law, normative, sociological, and philosophical applicability’s
are commonly observed. When the law is only normative and sociologically
applied, it is capable of becoming a dead and coercive rule, respectively. However,
the law is either or not materialized in the legal reality while philosophically
applied.

According to Article 5 of the Law Number 12 of 2011 concerning on the law
making, the principles of the good law and law making need to be emphasized,
including (1) The clarity of purpose, (2) The appropriate forming institution or
official, (3) The conformity between types, hierarchies, and content materials, (4)
Usability and effectiveness, (5) The clarity of formulation, and (6) Openness. To
minimize the absence public participation, the law making process is directed to
the social life requiring certainty, consistency, and trust, indicating that sustainable
development needed for maintainable legislation. Therefore, the guidance of the
principles establishing good policies is one of aspects playing a major role in

sustainable law production.
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RINGKASAN

PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Partisipasi publik salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam
pembentukan undang-undang. Partisipasi publik merupakan wujud hubungan
antara masyarakat dengan DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan
undang-undang. Supaya hubungan tersebut dapat memberikan manfaat dalam
pembentukan undang-undang, maka partisipasi publik harus ada pada setiap
tahapan pembentukan undang-undang. Partisipasi publik dalam pembentukan
undang-undang erat kaitannya dengan keterbukaan pemerintah dalam membuka
ruang dan kesempatan bagi publik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Tanpa
keterbukaan tidak mungkin publik dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-
kegiatan pemerintahan. Keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan
dalam pelaksanaan wewenang secara baik.

Asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang harus dilaksanakan
mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan
dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan undang-undang.
Publik memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang,
bahkan mulai dari proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan.

Partisipasi publik merupakan salah satu komponen dari good governance
dalam penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi, termasuk partisipasi dalam
pembentukan undang-undang. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-

undang merupakan suatu keniscayaan bagi suatu negara-negara demokrasi dalam
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rangka membangun hubungan yang harmonis antara negara dengan masyarakat
sipil. Undang-undang sebagai salah satu bentuk kebijakan, maka materi muatannya
pasti membawa implikasi atau dampak bagi kehidupan publik, sehingga
pembentukannya memerlukan pelibatan publik. Partisipasi publik dalam
pembentukan undang-undang tidak hanya diperlukan dalam proses penyusunan
undang-undang, namun dalam seluruh tahapan pembentukannya sampai dengan
evaluasi.

Reformasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan negara yang
menuntut adanya perubahan terhadap interaksi antara pemerintah dan publik
terutama di dalam kaitannya pembentukan undang-undang. Tuntutan good
governance telah mendorong pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan
prinsip-prinsip dasar yang menyentuh kepentingan dan keterlibatan publik dalam
pembentukan kebijakan publik, karena kebijakan tersebut akan membawa dampak
terhadap masyarakat itu sendiri. Untuk berlakunya suatu aturan hukum maka
dikenal adanya keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Kalau
hukum berlaku secara yuridis saja, kemungkinan hukum akan menjadi kaidah mati,
kalau hanya berlaku secara sosiologis, akan menjadi aturan memaksa saja, dan
apabila hanya berlaku secara filosofis, maka akan menjadi hukum yang dicita-
citakan saja dan tidak pernah terwujud dalam kenyataan hukum.

Jika ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-

undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-
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undangan yang baik yang meliputi: 1. Kejelasan tujuan; 2. Kelembagaan atau
pejabat pembentuk yang tepat; 3. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi
muatan; 4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 5. Kejelasan rumusan; dan 6.
Keterbukaan. Untuk menimalisir pembentukan undang-undang yang tanpa
melibatkan partisipasi publik, maka pembentukan peraturan perundang-undangan
diarahkan kepada kehidupan bermasyarakat, yang di dalamnya mempersyaratkan
adanya kepastian, konsistensi dan kepercayaan. Pembangunan berkelanjutan
menghendaki adanya suatu peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan
pula. Salah satu aspek yang berperan untuk mengahasilkan undang-undang yang
berkelanjutan adalah dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik.
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ABSTRACT

PRINCIPLE DEMOCRATIC PUBLIC PARTICIPATION
IN THE LAW-MAKING PROCESS

Public participation is an important element that must be considered in the making
of laws. Public participation is a form of relationship between the community and
the Law Maker (the DPR and the Government) in the process of making laws. So
that this relationship can provide benefits in the law making, public participation
must exist at every stage of law making. Public participation in the makingof laws
is closely related to the government's openness in opening up space and
opportunities for the public to channel their aspirations. Without transparency, it
is impossible for the public to participate in government activities. Openness is seen
as a constitutional principle in the proper exercise of authority. The legal issues
studied in this dissertation are 1) the nature of democratic public participation, 2)
the principles of the law making in Indonesia, 3) the impact of undemocratic law
making. This research is a legal research that uses various approaches, namely the
statutory approach, the conceptual approach, the comparative approach and the
case approach. This dissertation results in the following conclusions: First, the
nature of democratic public participation is the embodiment of a state of law and
democracy that prioritizes aspects of people's sovereignty and openness which is
marked by access to voice opinions in the process of forming laws carried out by
representative institutions (lawmakers). Second, the making of laws in Indonesia
ideally lies in joint/cooperative decision-making through public involvement in the
process/preparation of a more participatory law-making process through: 1)
establishing a participation coordinator/facilitator, compiling a list of interested
parties, developing plans. 2) Provide inmaking about the process of law making. 3)
Use the internet which consists of websites of government agencies and central
electronic portals. 4), Sending comments on the draft law that is being formed. 5),
holding public meetings and working groups. 6), holding consensus conferences.
Third, the impact of the making of undemocratic laws can lead to public
dissatisfaction in accepting the presence of laws, especially those that will regulate
certain areas of life so that the situation becomes uneasy to make changes. The
parameters for the making of undemocratic laws are: formal defects, lack of
intensity of participation, neglect of the principle of openness and the substance or
material is vague. The making of undemocratic laws is also marked by the rejection
of the community, demands for examination at the Constitutional Court, the
existence of draft laws that are not important in the national legislation program,
as well as the presence of legislative irregularities in the stages law-making.

Keywords: Principle: Public Participation; Democratic; law-making
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ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam
pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hubungan
antara masyarakat dengan DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan
undang-undang. Agar hubungan ini dapat memberikan manfaat dalam
pembentukan undang-undang, maka partisipasi masyarakat harus ada pada setiap
tahapan pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan
undang-undang erat kaitannya dengan keterbukaan pemerintah dalam membuka
ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Tanpa
transparansi, tidak mungkin masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan
pemerintahan. Keterbukaan dipandang sebagai prinsip konstitusional dalam
pelaksanaan kewenangan yang tepat. Permasalahan hukum yang dikaji dalam
disertasi ini adalah 1) hakikat partisipasi publik yang demokratis, 2) asas-asas
pembentukan hukum di Indonesia, 3) dampak dari pembentukan hukum yang tidak
demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan
berbagai pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual,
pendekatan komparatif dan pendekatan kasus. Disertasi ini menghasilkan
kesimpulan sebagai berikut: Pertama, hakekat partisipasi publik yang demokratis
adalah perwujudan negara hukum dan demokrasi yang mengutamakan aspek
kedaulatan dan keterbukaan rakyat yang ditandai dengan adanya akses untuk
menyuarakan pendapat dalam proses pembentukan undang-undang yang dilakukan.
oleh lembaga perwakilan (pembuat undang-undang). Kedua, pembentukan hukum
di Indonesia idealnya terletak pada pengambilan keputusan bersama/koperasi
melalui pelibatan publik dalam proses/persiapan proses pembuatan undang-undang
yang lebih partisipatif melalui: 1) membentuk koordinator/fasilitator partisipasi,
menyusun daftar pihak-pihak yang berkepentingan. , mengembangkan rencana. 2)
Memberikan informasi tentang proses pembentukan hukum. 3) Menggunakan
internet yang terdiri dari website instansi pemerintah dan portal elektronik pusat. 4),
Mengirimkan tanggapan atas rancangan undang-undang yang sedang dibentuk. 5),
mengadakan pertemuan publik dan kelompok kerja. 6), mengadakan konferensi
konsensus. Ketiga, dampak pembentukan undang-undang yang tidak demokratis
dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam menerima kehadiran undang-
undang, terutama yang akan mengatur bidang kehidupan tertentu sehingga situasi
menjadi tidak mudah untuk melakukan perubahan. Parameter pembentukan
undang-undang yang tidak demokratis adalah: cacat formal, kurangnya intensitas
partisipasi, pengabaian prinsip keterbukaan dan ketidakjelasan substansi atau
materi. Terbentuknya undang-undang yang tidak demokratis juga ditandai dengan
penolakan masyarakat, tuntutan pemeriksaan di MK, adanya rancangan undang-
undang yang tidak penting dalam program legislasi nasional, serta adanya
penyimpangan legislatif dalam tahapan undang-undang.

Kata Kunci: Prinsip; Partisipasi Msyarakat; Demokratis; Pembentukan
Undang-Undang
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